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Demi meningkatkan kesejahteraan perekonomian, masyarakat mengembangkan industry kreatif di mana industry kreatif 
ini juga sudah menjadi perhatian pemerintah. Perhatian pemerintah sudah tercermin di dalam Rencana pengembangan 
ekonomi kreatif yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun dalam perjalanannya, industry kreatif ini mengalami banyak 
tantangan salah satunya mengenai modal. Banyak dari antara industry kreatif ini kesulitan untuk mencapai lembaga 
keuangan dengan modal dan juga banyak dari industry kreatif ini yang memang tidak memiliki itikad baik sehingga bank 
harus juga melakukan pencegahan yaitu dengan prinsip kehati-hatian bank.Penulis menggunakan metode penelitian 
yuridis normatif dengan menganalisis peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Perbankan sebagai lembaga keuangan 
yang bertugas sebagai penyalur dana masyarakat. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan prinsip 
kehati-hatian bank pada saat bank meminjamkan dana kepada pelaku industry kreatif. Teknik pengumpulan data dengan 
yuridis normatif di mana melihat peraturan perundangan yang berlaku, melihat pendapat para ahli dalam prinsip kehati-
hatian bank. Prinsip kehati-hatian bank perlu diterapkan dalam rangka untuk pengembangan industry kreatif dengan cara 
menyalurkan dana kepada pelaku industry kreatif. Prinsip kehati-hatian pada bank juga dapat membantu bank agar bank 
tidak mengalami kerugian. Di sisi lain juga mencegah pelaku industry kreatif yang memang memiliki itikad tidak baik pada 
saat melakukan pinjaman dana ke bank. 
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A. PENDAHULUAN 
Perkembangan industri kreatif di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat. Itu telah menjadi pilihan utama untuk 
para wirausaha untuk memulai bisnis dan mengembangkan produk. Hal ini terbukti dengan meningkatnya devisa yang 
bersumber dari 14 sektor ekonomi dari industri kreatif.[1] 
 
Cetak  biru  pengembangan  ekonomi  kreatif  di  Indonesia  telah  diserahterimakan  oleh Menteri  Perdagangan  Republik  
Indonesia  kepada  Presiden  Republik  Indonesia  pada tanggal 4  Juni  2008  lalu. Cetak biru pengembangan  ekonomi 
kreatif  ini  terdiri dari dua  bagian  utama yaitu:  “Rencana  Pengembangan  Ekonomi  Kreatif  2009-2015”  serta “Rencana  
Pengembangan  14  Subsektor  Industri  Kreatif  2009-2015”.  Dalam  Rencana Pengembangan  Ekonomi  Kreatif  2009-
2015  ini  dipaparkan  pengantar  dan  arah pengembangan  ekonomi  kreatif  Indonesia,  kerangka  kerja  pengembangan  
ekonomi kreatif,  dan  rencana  strategis  pengembangan  ekonomi  kreatif  Indonesia  2009-2015, sedangkan  di  dalam  
Rencana  Pengembangan  14  Subsektor  Industri  Kreatif  2009-2015 dipaparkan  pemahaman  umum,  kontribusi  
ekonomi,  analisis  dan  pemetaan  kondisi, rencana  strategis  pengembangan,  dan  cerita  sukses  untuk  masing-masing  
subsektor industri kreatif. Dari  cetak  biru  pengembangan  ekonomi  kreatif  Indonesia  tersebut,  diharapkan  setiap 
departemen  teknis  terkait dapat membuat  rencana  aksi pengembangan  ekonomi kreatif pada  subsektor  industri  kreatif  
yang  ada.  Rencana  aksi  yang  dikembangkan,  haruslah sesuai  dengan  visi, misi  serta  tupoksi  dari  departemen  
sehingga  tidak  terjadi  tumpang tindih program kerja pengembangan ekonomi kreatif antar departemen terkait[2]. 
 
Visi pengembangan Ekonomi Kreatif hingga tahun 2025 adalah: “Bangsa Indonesia yang berkualitas  hidup  dan  bercitra  
kreatif  di  mata  dunia”,  sedangkan  Departemen Perdagangan menetapkan visi tahun 2004-2009 adalah ”Terwujudnya 
sektor perdagangan sebagai  penggerak  utama  peningkatan  daya  saing  bangsa  dan  kesejahteraan  rakyat Indonesia”. 
Keselarasan Visi Ekonomi Kreatif dan visi Departemen Perdagangan adalah kesamaan  untuk menciptakan  kesejahteraan  
rakyat  Indonesia  yang  dapat  ditunjukkan dengan  meningkatnya  kualitas  hidup  rakyat  Indonesia  serta  peningkatan  
daya  saing Bangsa dengan menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kreatif.  
 
Misi pengembangan ekonomi kreatif dapat dijabarkan sebagai berikut:  “Memberdayakan sumber daya insani Indonesia 
sebagai modal utama pembangunan nasional” untuk:  
1. Peningkatan  kontribusi  industri  kreatif  terhadap  pendapatan  domestik  bruto Indonesia;   
2. Peningkatan ekspor nasional dari produk/jasa berbasis kreativitas anak bangsa yang mengusung muatan lokal dengan 
semangat kontemporer;  
3. Peningkatan  penyerapan  tenaga  kerja  sebagai  dampak  terbukanya  lapangan  kerja baru di industri kreatif;  
4. Peningkatan  jumlah  perusahaan  berdaya  saing  tinggi  yang  bergerak  di  industri kreatif;  
5. Pengutamaan pada pemanfaatan pada sumber daya yang  berkelanjutan bagi bumi & generasi yang akan datang;  
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6. Penciptaan nilai ekonomis dari  inovasi kreatif,  termasuk yang berlandaskan kearifan dan warisan budaya nusantara;  
7. Penumbuhkembangan kawasan-kawasan kreatif di wilayah Indonesia yang potensial,  
8. Penguatan  citra  kreatif  pada  produk/jasa  sebagai  upaya  pencitraan  negara  (national branding) Indonesia di mata 
dunia Internasional.   
 
Di dalam proses mencapai visi Departemen Perdagangan Republik Indonesia, maka misi yang diemban meliputi:   
1. Meningkatkan kelancaran distribusi, penggunaan produk dalam negeri, perlindungan konsumen dan pengamanan 
perdagangan;  
2. Memaksimumkan keuntungan daya saing bangsa Indonesia dari perdagangan global;  
3. Mewujudkan pelayanan publik yang prima dan good governance;  
4. Meningkatkan  peran  penelitian  dan  pengembangan,  dan  proses  konsultasi  publik dalam pengambilan keputusan 
di sektor perdagangan; 
 
Sebagai instansi keuangan yang mendukung prinsip bisnis berkelanjutan, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) 
memberi perhatian khusus terhadap perkembangan sektor industri kreatif. BNI meyakini industri kreatif akan memacu 
tumbuhnya nilai-nilai ekonomi baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya sektor usaha mikro, kecil dan 
menengah (UMKM).[3] 
 
Aturan birokrasi yang kaku dinilai menghambat perkembangan industri kreatif. Bahkan, kepercayaan perbankan untuk 
memberikan pinjaman modal juga masih minim sehingga masalah permodalan menjadi batu sandungan para pelaku 
industri kreatif.[4]Dalam rangka untuk meningkatkan perkembangan industry kreatif maka diperlukan modal yang cukup 
besar mengingat mayoritas dari pelaku industri ini adalah usaha mikro, kecil dan menengah. 
 
B. INDUSTRI KREATIF 
Pada  dasarnya  pertumbuhan  ekonomi  kreatif  digerakkan  oleh  kapitalisasi  kreativitas dan  inovasi  dalam menghasilkan  
produk  atau  jasa  dengan  kandungan  kreatif. Kata kuncinya  adalah  kandungan  kreatif  yang  tinggi  terhadap  masukan  
dan  keluaran aktivitas  ekonomi  ini.  Istilah  ekonomi  kreatif  memang  masih  relatif  baru.  Tidak mengherankan  kalau  
pengertiannya  belum  didefinisikan  dengan  jelas. Secara  umum dapat  dikatakan  bahwa  ekonomi  kreatif  adalah  sistem  
kegiatan  manusia  yang berkaitan  dengan  kreasi,  produksi,  distribusi,  pertukaran,  dan  konsumsi  barang  dan jasa  yang  
bernilai  kultural,  artistik,  estetika,  intelektual,  dan  emosional  bagi  para pelanggan di pasar.  John  Howkins  dalam  
The  Creative  Economy  (2001)  menemukan  kehadiran  gelombang ekonomi  kreatif  setelah menyadari  untuk  pertama  
kalinya  pada  tahun  1996  karya  hak  cipta Amerika Serikat mempunyai  nilai  penjualan  ekspor  sebesar  60,18 miliar  
dolar  (sekitar  600 triliun  rupiah)  yang  jauh melampaui  ekspor  sektor  lainnya  seperti  otomotif,  pertanian,  dan 
pesawat. Dia mengusulkan 15 kategori  industri yang  termasuk dalam ekonomi kreatif, yaitu sebagai berikut: periklanan, 
arsitektur, seni  rupa, kerajinan atau kriya, desain, desain  fesyen, film, musik, seni pertunjukan, penerbitan, riset dan 
pengembangan, piranti lunak, mainan dan permainan,  TV  dan  Radio,  dan  permainan  video. 
 
Ekonomi kreatif terdiri dari kelompok luas profesional, terutama mereka yang berada di dalam industri kreatif, yang 
memberikan sumbangan  terhadap garis depan  inovasi. Inteligen kreatif antara lain seniman, artis, pendidik, mahasiswa, 
insinyur, dan penulis. Mereka seringkali mempunyai kemampuan berpikir menyebar dan mendapatkan pola yang 
menghasilkan gagasan baru. Karena itu, ekonomi kreatif dapat dikatakan sebagai sistem  transaksi  penawaran  dan  
permintaan  yang  bersumber  pada  kegiatan  ekonomi dari  industri  kreatif.  Industri  kreatif  dalam Wikipedia  
didefinisikan  sebagai  industri yang berfokus pada kreasi dan eksploitasi karya kepemilikan  intelektual  seperti  seni rupa,  
film  dan  televisi,  piranti  lunak,  permainan,  atau  desain  fesyen,  dan  termasuk layanan  kreatif  antar  perusahaan  
seperti  iklan,  penerbitan,  dan  desain.  Pemerintah Inggris  melalui  Kementrian  Budaya,  Media,  dan  Olahraga  
memberikan  lingkup industri kreatif sebagai kegiatan yang bersumber dari kreativitas, keahlian, dan talenta individu  yang  
berpeluang  meningkatkan  kesejahteraan  dan  lapangan  kerja  melalui penciptaan dan komersialisasi kekayaan 
intelektual.[5] 
 
C. PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM BANK 
Pasal 2 Undang-undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan menetapkan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan 
usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Untuk mempertegas makna asas 
demokrasi ekonomi ini penjelasan umum dan penjelasan Pasal 2 berbunyi : yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi 
adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945. Demokrasi ekonomi ini tersimpul dlam 
Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluragaan. 
Menurut Rochmat Soemitro ( 1991 : 185 ) pembangunan di bidang ekonomi yang didasarkan pada demokrasi ekonomi 
menentukan masyarakat harus memegang peran aktif dalam kegiatan pembangunan, memberikan pengarahan dan 
bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. 
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Prinsip kehati-hatian (prudent banking principle) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam 
menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (prudent) dalam rangka melindungi dana masyarakat 
yang dipercayakan padanya.[6] Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 1998 bahwa perbankan Indonesia 
dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. 
 
Ada satu pasal dalam UU Perbankan yang secara eksplisit mengandung subtansi prinsip kehati-hatian, yakni Pasal 29 ayat 
(2), (3) dan (4) UU Nomor 10 Tahun 1998.  
Pasal 29 ayat (2)    
Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas 
manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan 
kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.   
Pasal 29 ayat (3)    
Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib 
menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. 
Pasal 29 ayat (4)    
Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian 
sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.  
Jika memperhatikan judul Bab V UU Perbankan (terdiri dari Pasal 29 s/d Pasal 37B), maka Pasal 29 merupakan Pasal yang 
termasuk dalam ruang lingkup pembinaan dan pengawasan. Artinya, ketentuan  prudent banking sendiri merupakan bagian 
dari pembinaan dan pengawasan bank. Lebih khusus lagi menururt Anwas Nasution, ketentuan  prudent banking termasuk 
dalam ruang lingkup pembinaan bank dalam arti sempit.[7] 
 
Sebenarnya pengaturan prinsip kehati-hatian ini ternyata termaktub juga pada bagian pasal sebelumnya, yaitu 
Pasal 8, 10, dan 11 UU Perbankan.  
Pasal 8    
Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk 
melunasi utangnya sesuai dengan yang dijanjikan.  
Pasal 10    
Bank Umum dilarang   
a. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c  
b. melakukan usaha perasuransian 
c. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.  
Pasal 11    
Pasal 11 ayat (1)    
Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan  prinsip 
syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh 
bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok 
yang sama dengan bank yang bersangkutan.  
Pasal 11 ayat (2)    
Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari modal bank 
yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.  
Pasal 11 ayat (3)    
Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip 
Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi Surat Berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh 
bank kepada : 
a. Pemegang saham yang memiliki 10 % (sepuluh per seratus) atau lebih dari modal disetor bank  
b. Anggota dewan komisaris  
c. Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c  
d. Pejabat bank lainnya, dan  
e. Perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.  
Pasal 11 ayat (4)    
Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh melebihi 10 % (sepuluh perseratus) dari modal bank 
yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI.  
 
Apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian, oleh Undang-undang Perbankan sama sekali tidak dijelaskan, baik pada 
bagian ketentuan maupun dalam penjelasannya. Undang-Undang Perbankan hanya menyebutkan istilah dan ruang 
lingkupnya saja sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (2), (3), dan (4). Dalam bagian akhir ayat (2) misalnya 
disebutkan bahwasanya bank wajib melaksanakan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalam pengertian, bank wajib 
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untuk tetap senatiasa memelihara tingkat kesehatan bank, kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, 
rentabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Apa saja yang dimaksud dengan aspek lain itu tidak 
dijelaskan. 
 
Undang-Undang Perbankan telah mengamanatkan agar bank senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam 
melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk dalam memberikan kredit. Selain itu, Bank Indonesia sebagai otoritas 
perbankan juga menetapkan peraturan-peraturan dalam pemberian kredit oleh perbankan. Beberapa regulasi dimaksud 
antara lain regulasi mengenai Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum, 
Batas Maksimal Pemberian Kredit, Penilaian Kualitas Aktiva, Sistem Informasi Debitur, dan pembatasan lainnya dalam 
pemberian kredit.[8] 
 
1.  Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bank bagi Bank Umum 
Berdasarkan SK Dir BI Nomor 27/162/KEP/ DIR tanggal 31 Maret 1995 tersebut, Bank Umum wajib memiliki kebijakan 
perkreditan bank secara tertulis yang disetujui oleh dewan komisaris bank dengan sekurang-kurangnya memuat dan 
mengatur hal-hal pokok sebagai berikut : prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, organisasi 
2.  Batas Maksimum Pemberian Kredit 
Pengaturan tersebut selanjutnya dijabarkan oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 
7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. Tujuan ketentuan BMPK adalah untuk melindungi 
kepentingan dan kepercayaan masyarakat serta memilihara kesehatan dan daya tahan bank, dimana dalam penyaluran 
dananya, bank diwajibkan mengurangi risiko dengan cara menyebarkan penyediaan dana sesuai dengan ketentuan BMPK 
yang telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada peminjam dan/atau kelompok peminjam tertentu. 
3.  Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah 
Berdasarkan prinsip mengenal nasabah Pasal 2 ayat (2) PBI Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah, 
maka bank wajibmenetapkan kebijakan penerimaan nasabah, menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi 
nasabah, menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah, dan menetapkan 
kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah. Oleh karena itu, 
sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah, bank wajib meminta informasi mengenai identitas calon nasabah, 
maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan bank, informasi lain yang memungkinkan 
bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah, identitas pihak lain, apabila calon nasabah bertindak untuk dan atasa 
nama pihak lain, seperti beneficial owner. 
 
D. PENUTUP 
Dalam masa perkembangan ekonomi Indonesia yang cukup pesat seperti saat sekarang, di mana pertumbuhan industry 
kreatif yang maju, perlu ditopang  dengan modal yang cukup. Salah satu kendala dari industri kreatif adalah kekurangan 
modal dan sulitnya akses terhadap lembaga keuangan yang menyediakan modal. Kebanyakan dari industry kreatif berakhir 
dengan melakukan hubungan dengan peminjam uang dengan bunga yang sangat tinggi.Untuk membantu perkembangan 
dari industry kreatif ini, maka munculah peran lembaga keuangan yaitu bank untuk membantu memajukan industry kreatif 
ini dengan prinsip kehati-hatian sesuai yang ditentukan dalam Undang-Undang perbankan. Hal ini dimaksudkan dalam 
upaya membantu perkembangan dari industry kreatif bank pun tidak mengalami kerugian. 
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